BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 198 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3

Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019,
maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Kabupaten Malang Tahun 2019;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);



10.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010
Nomor 2/E);



Menetapkan

20.

21.

22.

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1
Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1
Seri C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 26
Seri C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11
Seri D);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

2.
3.
4.

. Daerah adalah Kabupaten Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
Bupati adalah Bupati Malang.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.



10.

11.

(4)

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah.

. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber

Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2019 berpedoman pada

Perubahan RKPD Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber

Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan

pagu indikatif Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Kabupaten Malang.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disusun dengan sitematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Sampai Dengan Triwulan II
Tahun Berkenaan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air

BAB IV Penutup

Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Malang  wajib melaksanakan Perubahan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Oktober 2019
BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 173 Seri D



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 198 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019, bahwa Tema Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2019 adalah “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya
Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata
dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup”. Sebagai tindak lanjut
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 tersebut, maka
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
harus segera menyusun Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah dengan menjadikan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagai panduan dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2019.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun, dengan berpedoman kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan, dan memperhatikan bahwa prioritas pembangunan
Kabupaten Malang Tahun 2019 terkait kewenangan Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang adalah:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya
saing perekonomian; dan

2. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan hidup pengurangan resiko bencana.



Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Malang Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, indikator
kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif,
evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 diawali
dengan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, orientasi
mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja
Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyiapan data dan
informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data atau informasi,
analisis gambaran pelayanan, mereview hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, menyusun isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaahan
terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan
tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari para
pengaju kepentingan, perumusan kegiatan prioritas, penyajian dokumen
rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pembahasan forum
Perangkat Daerah, penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan
tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum
pembangunan daerah.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah  Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019 Nomor:
050/2637/35.07.202/2019 perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati Malang
tanggal 30 April 2019 Nomor 050/3517/35.07.202/2019 perihal
Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2019. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2019
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi
ke-6 Bupati Malang yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan,
transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana
lingkungan yang menunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah
Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal



Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan, maka menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana
Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam
penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja
Anggaran selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga
harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok pikiran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

RZJPD Pedoman Dijabarkan Ranwal Ped

RTEI;QN' | RPIMD , RKPD edoman RAPBD »| APBD
Bahan
RKP
Daerah
Pedoman Diacu
Pedoman

Renstra » Renja sahan RKA o opPa
Dinas PU Dinas PU Dinas | Dinas
SDA SDA PU PU
SDA SDA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman
atau sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka Rencana Kerja
Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran
Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2019, akan
menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Malang Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan
dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan
selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target
indikator kinerja dan penyerapan anggaran.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2019
adalah sebagai berikut:

1.

N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



1.3

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;

Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan

Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah:

1.

Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam
mencapai target pencapaian yang akan dikerjakan dalam 1 (satu)
tahun anggaran;

Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi

dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
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3. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah dan terukur,
yang akan dijadikan sebagai pedoman pada masa 1 (satu) tahun
mendatang; dan

4. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan

Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

2. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang antar
bidang dan antar tingkat pemerintahan dalam pengelolaan Sumber
Daya Air;

3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap
alokasi sumber daya dalam pembangunan Sumber Daya Air; dan

4. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
Babl PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR
Bab IV PENUTUP



BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kabupaten Malang Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu
arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pekerjaaan Umum Sumber
Daya Air Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan
kepada pihak terkait dan berkepentingan bagi pelaku pembangunan
(stakeholders) yang ada dalam Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk
komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat
melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders)
dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Komitmen
dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang
dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada
masyarakat benar-benar dikedepankan.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2019 yang telah disusun ini
akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang
Tahun 2019.

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini sangat memerlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang karena akan menentukan
keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian,
Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi
karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan
yang memang dibutuhkan oleh pelaku pembangunan (stakeholders) sesuai
dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang yang ingin dicapai.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2019 dapat diimplementasikan
dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara
konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik
(good governance).

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



